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Abstract. This study aims to explore more carefully and in detail the influence of economic factors (perceived probability of 

audits and sanctions) and behavioral factors (moral) of the tax compliance of SMEs in Indonesia. Research on tax compliance 

has been done, but still a bit that combines economic and behavioral factors. Previous research mostly done on large companies 

and to individual taxpayers. The current study was conducted on SME entrepreneurs. This study tried to moderate the tax morale 

in relation to perceived probability of audits and sanctions against tax compliance. Samples in this study were individual 

taxpayers from SMEs in Yogyakarta. The research data was collected through a survey. Questionnaires had been processed in 

this study were around 118 questionnaires. Testing the hypothesis in this study used multiple regression analysis and analysis 

regression moderated. Regression analysis tool used is IBM SPSS 19.0. The results of this study indicate that the perceived 

probability of audits and sanctions have a direct impact on tax compliance. This study was not able to prove the moral moderating 

effect of taxation on the relationship perceived probability of an audit of tax compliance. This study also can not prove the moral 

moderating effect of taxation on the relationship sanctions on tax compliance. 
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 Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang mengandalkan 

pendapatan dari sektor pajak. Total pendapatan 

Indonesia menunjukkan bahwa 73% pendapatan 

berasal dari sektor pajak (total pendapatan 

Rp1.338.109.629.172.958,- sedangkan dari sektor 

pajak Rp980.518.133.319.319,- LKPP, 2012). 

Indonesia pada tahun 2012 mengalami defisit 

anggaran sebesar Rp153,30 Trilliun. Pengurangan 

angka defisit dapat dilakukan dengan menggali sektor 
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pajak. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 

tahun 2013 merupakan salah satu usaha pemerintah 

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Kategori 

usaha yang dikenai PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu 

memiliki omset di bawah 4,8 Milliar Rupiah 

dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1%. 

UMKM merupakan suatu usaha yang dikenai PP 

Nomor 46 tahun 2013. 

Berdasarkan statistik UMKM dari Kementerian 

Koperasi dan UKM (2012) sumbangan PDB (Produk 

Domestik Bruto) UMKM pada tahun 2012 sebesar 
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4.869.568,1 Milyar Rupiah. Pandapatan dari PDB 

akan berhubungan dengan jumlah potensi pajak yang 

akan diterima negara. Berdasarkan sumbangan PDB di 

atas menunjukkan UMKM memiliki potensi 

pendapatan pajak yang cukup besar sebagai 

penyumbang pendapatan negara.  

Beberapa penelitian terdahulu mencoba 

menjelaskan beberapa keunggulan UMKM. Campin 

et al. (2013) menyatakan bahwa UMKM memiliki 

potensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hendrict et al. (1997), pertumbuhan UMKM lebih 

besar dibanding perusahaan besar. Keunggulan lain 

dari UMKM adalah menciptakan lapangan pekerjaan 

baru (Chen et al., 2002 dan Praag, 2007).  

Potensi pendapatan dan beberapa keunggulan 

UMKM di Indonesia ternyata tidak sebanding dengan 

pajak yang diterima negara dari sektor UMKM. Fuad 

Rahmany, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) 

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hingga 

akhir tahun 2013 penerimaan pajak yang berasal dari 

sektor UMKM masih di bawah 2% atau sebesar Rp 

20,5 triliun dari total potensi penerimaan pajak 

(Zatnika, 2014). Angka tersebut masih jauh dari 

potensi pajak UMKM, sehingga membuktikan 

rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha UMKM 

membayar pajak. Molero dan Pujol (2012) 

menyatakan alasan pengusaha tidak membayar pajak 

karena manfaat yang dirasakan tidak sebanding 

dengan biaya yang dikeluarkan. 

Kamleitner et al. (2010) menemukan ada tiga aspek 

kunci yang menyebabkan rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak UMKM, (1) pemilik usaha kecil 

cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk 

tidak mematuhi dibandingkan pekerja (2) kurangnya 

pengetahuan pajak bagi pengusaha kecil dan (3) 

persepsi pengusaha UMKM bahwa membayar pajak 

merupakan suatu beban yang mengurangi keuntungan. 

Kamleitner et al. (2010) juga menyatakan bahwa 

penelitian kepatuhan pajak di UMKM perlu dilakukan 

karena sedikit penelitian yang berhubungan dengan 

perilaku kepatuhan pajak UMKM.  

Kepatuhan pajak dapat dilihat perspektif ekonomi 

dan perilaku. Beberapa penelitian yang melihat 

kepatuhan pajak dari perspektif ekonomi, seperti 

Lewis et al. (2009) yang menyatakan bahwa kebijakan 

audit dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada 

negara-negara yang moral pajaknya rendah seperti 

kasus Italia. Sander et al. (2008) juga melakukan 

penelitian mengenai kepatuhan pajak, melihat dari 

pengaruh akuntabilitas dan kesadaran atas sanksi pada 

industri konstruksi. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak. 

Penelitian Ghosh dan Crain (1996) melihat tingkat 

ketidakpatuhan pajak dari etika dan perceived 

probability of audit dengan metode eksperimen. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi 

perceived probability of audit menyebabkan 

ketidakpatuhan pajak semakin rendah. Beberapa 

penelitian lain menyebutkan bahwa motivasi terbesar 

kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh audit dan 

sanksi (misalnya Normala, 2004; Hyun, 2005; dan 

Palil et al. 2011).  

Penelitian-penelitian di atas menyimpulkan bahwa 

motivasi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh audit dan 

sanksi. Hasil penelitian Thurman (1991) dalam 

Trivedi et al. (2003) berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya, yang menyatakan bahwa audit dan sanksi 

tidak akan cukup menjelaskan derajat kepatuhan 

pajak. Hasil penelitian Johnson et al. (2010) juga 

menyatakan bahwa audit (monitoring) tidak akan bisa 

meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak diterapkan 

dengan beberapa kebijakan. 

Audit dan sanksi belum cukup efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak karena probabilitas 

aktual wajib pajak untuk diperiksa dan diberi sanksi 

masih cukup rendah. Efek pemeriksaan masih bersifat 

temporer yaitu hanya dalam periode pemeriksaan. 

Oleh karena itu, otoritas pajak harus 

mengkombinasikan perspektif ekonomi dan perspektif 

perilaku. 

Beberapa penelitian terdahulu mencoba 

menghubungkan perilaku dari aspek moral 

perpajakan. Moral perpajakan akan menimbulkan 

motivasi instrinsik seseorang dalam mematuhi dan 

membayar pajak sehingga berkontribusi untuk 

menambah pendapatan negara (Torgler dan 

Schneider, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa tingkat moral 

pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang 

terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut juga 

dijelaskan oleh Alm dan McClellan (2012) 

menyatakan bahwa moral merupakan faktor penting 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

Beberapa penelitian di atas belum melihat 

kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Budiningrum 

(2014) melakukan penelitian di UMKM yang menguji 

norma-norma sosial terhadap kepatuhan pajak. Hasil 

penelitian Budiningrum (2014) tidak bisa 

membuktikan bahwa seluruh norma sosial 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di 

Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian-

penelitian yang lebih komprehensif mengenai 

kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Indonesia.  
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Penelitian yang mengabungkan aspek ekonomi dan 

aspek perilaku diteliti oleh Liu (2014). Penelitian 

tersebut menggunakan tiga variabel yaitu norma 

sosial, probability audit dan sanksi terhadap perilaku 

pelaporan pajak individu di Amerika. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa norma sosial memiliki pengaruh 

signifikan pada voluntary compliance, probability 

audit dan sanksi memiliki pengaruh terhadap enforced 

compliance. Merujuk dari penelitian di atas, penelitian 

saat ini akan mencoba mengembangkan penelitian 

tersebut pada UMKM Indonesia seiring dengan 

dikeluarkannya PP No 46 tahun 2013, namun dengan 

mengganti variabel norma sosial menjadi moral 

perpajakan. Hal ini berdasarkan pernyataan Alm dan 

McClellan (2012) yang menyatakan bahwa moral 

merupakan faktor terpenting untuk meningkat 

kepatuhan pajak. Penelitian ini akan melakukan 

pengujian secara empiris mengenai dampak moderasi 

moral perpajakan pada hubungan perceived 

probability of audit dan sanksi terhadap kepatuhan 

pajak UMKM. 

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

Usaha mikro, kecil dan menengah 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 

menjelaskan bahwa pengertian dan kriteria Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha serta hasil penjualan paling 

banyak Rp 300.000.000,- 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 

berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Kriteria 

kekayaan bersih Rp50.000.000,00 – 

Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan 

bangunan serta hasil penjualan tahunan 

Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00  

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan. Kriteria usaha 

menengah kekayaan bersih Rp500.000.000,00 – 

Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan serta memiliki hasil penjualan 

Rp2.500.000.000,00 – Rp50.000.000.000,00. 

Pajak UMKM merupakan salah satu bagian dari 

pajak pusat. Potensi pajak UMKM sangat tinggi 

seiring dengan perkembangan UMKM saat ini. 

Peraturan tentang kewajiban UMKM membayar pajak 

akan memberikan keuntungan bagi pemilik UMKM 

karena secara tidak langsung harus membuat laporan 

omset. Catatan omset tersebut akan membantu pemilik 

UMKM untuk memantau perkembangan usaha.  

Kepatuhan pajak 

Pajak menurut ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, merupakan kontribusi wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut kamus Umum 

Bahasa Indonesia (KBBI), patuh artinya suka dan taat 

kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. 

Harinurdin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak (tax 

compliance) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak 

yang memenuhi peraturan perpajakan serta 

melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. 

Dari pengertian di atas dapat simpulkan kepatuhan 

pajak merupakan kondisi ideal yang harus dilakukan 

oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara 

akurat dan jujur, pemungutan pajak juga berdasarkan 

peraturan atau hukum, serta bertujuan untuk 

keseimbangan ekonomi.  

Moral perpajakan 

Torgler dan Scheider (2004) mendefinisikan moral 

perpajakan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi 

dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara 

sukarela pada penyediaan barang-barang publik. 

Moral perpajakan merupakan faktor penting yang 

dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam 

masalah perpajakan. Moral merupakan motivasi 

instrinsik seseorang yang akan menentukan keputusan 

wajib pajak untuk patuh atau tidak.  

Perceived probability of audit 

Perceived probability of audit menurut Asnawi et 

al. (2009) adalah kondisi yang menggambarkan 

perasaan wajib pajak untuk diperiksa. Perceived 

probability of audit dalam penelitian ini akan 

diarahkan pada bagaimana tanggapan seseorang 
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ketika dilakukan pemeriksaan, karena belum ada 

peraturan yang mengatur audit UMKM secara 

spesifik. Pemeriksaan pajak menurut ketentuan umum 

perpajakan serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterana dan bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professional berdsarkan standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak wajib 

pajak dan juga bertujuan untuk melaksanakan 

ketentuan umum perpajakan. Adanya pemeriksaan 

akan memberikan gambaran seberapa patuh pembayar 

pajak terhadap kewajiban perpajakan.  

Sanksi perpajakan 

Pengertian sanksi menurut KBBI tanggungan 

(tindakan-tindakan, hukuman, dsb) yang dapat 

memaksa orang untuk menepati perjanjian atau 

menaati ketentuan undang-undang. Menurut 

Mardiasmo (2006) sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak 

tidak melanggar aturan perpajakan. 

Pengembangan hipotesis  

Beberapa penelitian terdahulu mencoba melihat 

kepatuhan pajak dari faktor deterrence seperti sanksi 

dan perceived probability of audit. Penelitian yang 

dilakukan oleh Liu (2014) membuktikan bahwa 

perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh ketegasan 

sanksi dan probability audit melalui enforced 

compliance. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Asnawi et al. (2009) 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

perceived probability of audit dengan keputusan 

kepatuhan pajak.  

Ghosh dan Crain (1996) juga melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan standar etika dan perceived 

probability of audit terhadap ketidakpatuhan yang 

disengaja. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

metode eksperimen terhadap 54 peserta yang memiliki 

pengalaman dalam pengembalian pajak individu. 

Hasil penelitan membuktikan bahwa ketika perceived 

probability of audit tinggi maka tingkat 

ketidakpatuhan rendah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Palil dan Ahmad 

(2011) melihat kepatuhan pajak dari berbagai 

perspektif. Penelitian tersebut dimulai dari melihat 

konsep dan definisi kepatuhan pajak dan 

ketidakpatuhan pajak, pengukuran dari kepatuhan 

pajak dilihat dari berbagai negara seperti India dan 

Austria. Hasil penelitian Palil dan Ahmad (2011) 

membuktikan bahwa peningkatan tingkat audit dan 

tingkat sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 

pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sander et al. (2008) yang menyatakan bahwa 

kesadaran atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode 

eksperimen terhadap industri konstruksi. Hasil 

penelitian Alm (1995) juga menyatakan bahwa 

seseorang individu bersedia membayar pajak karena 

adanya rasa takut terhadap hukuman. 

Penelitian-penelitian di atas menyatakan bahwa 

motivasi terbesar kepatuhan pajak ditentukan oleh 

perceived probability of audit/audit dan sanksi. 

Individu ketika merasa akan diaudit lebih hati-hati 

dalam melakukan tindakan sehingga, kemungkinan 

seseorang akan patuh terhadap aturan akan semakin 

tinggi. Di sisi lain jika ditemukan pelanggaran, sanksi 

yang diberikan akan lebih parah dibanding harus 

melaporkan dan membayar pajak dengan jumlah yang 

tepat. Adanya perasaan akan diaudit dan sanksi yang 

diterima lebih berat maka pilihan yang terbaik adalah 

dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dihipotesiskan: 

H1 : Perceived probability of audit berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak.  

H2 : Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak. 

 

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya 

menyatakan bahwa ketika perceived probability of 

audit dan sanksi meningkat maka akan meningkatkan 

tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian Thurman 

1991 dalam Trivedi et al. (2003) berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa audit dan 

penalty tidak cukup menjelaskan derajat tingkat 

ketidakpatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Jhonson et al. (2010) menyatakan audit (monitoring) 

tidak akan meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak 

diterapkan dengan beberapa kebijakan. Hasil 

penelitian Cumming et al. (2009) sejalan dengan dua 

penelitian sebelumnya, tingginya denda dan 

peningkatan frekuensi audit akan menimbulkan 

tindakan penipuan yang akan memicu rendahnya 

kepatuhan pajak.  

Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

seseorang berusaha untuk menghindari pajak. 

Penghindaran bisa saja dilakukan dengan memberikan 

imbalan terhadap petugas pajak atau dengan 

melakukan penipuan-penipuan lain. Perasaan akan di 

audit dan sanksi yang berat tidak akan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun sesorang 
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akan berusaha untuk mencari jalan lain dalam 

menghindari pajak. Dibutuhkan faktor lain yang dapat 

meningkatkan hubungan antara perceiveid probability 

of audit dan sanksi dengan tingkat kepatuhan pajak.  

Penelitian yang dilakukan Alm et al. (1995) juga 

membuktikan bahwa deterrence faktor tidak cukup 

efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena 

probabilitas aktual wajib pajak UMKM untuk 

diperiksa dan didenda masih cukup rendah. Hasil 

penelitian Alm dan McClellan (2012) menyatakan 

bahwa moral merupakan faktor terpenting 

meningkatkan kepatuhan pajak. Hanno dan Violette 

(1996) menyatakan bahwa keputusan taat atau tidak 

taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku 

kognitif yang berada dalam perilaku kontrol individu. 

Pembuatan keputusan kepatuhan pembayaran pajak 

didasarkan pada sikap terhadap kepatuhan yang 

berkembang sepanjang waktu melakui akuisisi 

keyakinan tentang hasil dari kepatuhan dan 

evaluasinya. 

Pemeriksaan dan denda pajak akan dapat 

meningkatkan kepatuhan hanya bersifat sementara 

pada periode pemeriksaan saja. Pemeriksaan dan 

sanksi tidak akan optimal karena keterbatasan jumlah 

pemeriksa pajak. Oleh karena itu, dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah harus 

mengkombinasikan program pemeriksaan dan sanksi 

dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak (tax 

morale) di negara tersebut. Hipotesis pada penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H3 : Tax morale memoderasi hubungan positif antara 

perceived probability of audit dengan keputusan 

kepatuhan pajak, hubungan tersebut semakin 

kuat ketika tax morale wajib pajak semakin 

tinggi. 

H4 : Tax morale memoderasi hubungan positif antara 

sanksi dengan keputusan kepatuhan pajak, 

hubungan tersebut semakin kuat ketika tax 

morale wajib pajak semakin tinggi. 

Desain penelitian 

Desain penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar. 1. Model Penelitian 

Metode Penelitian 

Sampel penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DIY, dengan metode 

pengumpulan data melalui survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pelaku UMKM di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu wilayah Kabupaten 

Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan 

Kota Yogyakarta. Kriteria sampel pada penelitian ini 

adalah pemilik UMKM di DIY, yang memiliki omset 

di bawah 4,8 Millyar. 

Definisi operasional dan instrumen pengukuran 

Kepatuhan pajak yaitu tindakan membayar dan 

melaporkan pajak dengan jumlah dan waktu yang 

tepat. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini diadobsi dari penelitian Bobek et al. 

(2013). 

Moral perpajakan merupakan motivasi instrinsik 

pada wajib pajak untuk mematuhi dan membayar 

pajak sehingga bisa berkontribusi secara sukarela pada 

penyedia barang-barang publik. Instrumen 

pengukuran untuk melihat moral perpajakan diadobsi 

dari penelitian Barone dan Mocetti (2011). 

Perceived probability of audit merupakan kondisi 

yang menggambarkan perasaan responden untuk 

diperiksa. Instrumen yang digunakan untuk melihat 

Perceived probability of audit dari penelitian Asnawi 

et al. (2010) yang dikembangkan dari instrumen 

Milliron dan Toy (1988). 

Sanksi pajak merupakan akibat yang timbul ketika 

wajib pajak tidak patuh dalam perhitungan, pelaporan, 

dan pembayaran pajak. Pengukuran sanksi di adopsi 

dari penelitian Liu (2014).  
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Metode analisis data 

Metode analisis data yang pertama dilakukan 

dengan pengujian instrumen untuk melihat validitas 

dan reliabilitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan 

sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, 

uji heteroskedasitas dan uji multikolinearitas. Metode 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian adalah analisis regresi dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS. Metode regresi yang 

digunakan untuk menguji hipotesis langsung 

menggunakan analisis regresi berganda sedangkan 

metode regresi yang digunakan untuk menguji 

hipotesis moderasi menggunakan Moderated 

Regression Analysis (MRA). 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner 

pada seluruh Kota dan Kabupaten di DIY. Tingkat 

pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang dibagikan 183 100% 

Kuesioner kembali 160 87,43% 

Kuesioner yang tidak lengkap (tidak 

dapat digunakan) 

Kuesioner dapat diolah awal 

Kuesioner data outlier 

5 

 

155 

37 

2,73% 

 

84,70% 

20,22% 

Kuesioner yang di analisis 118 64,48% 

 

Berdasarkan kusioner yang dapat dianalisis dapat 

dilihat karakteristik responden seperti terlihat pada 

Tabel 2. 

Table 2 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Jumlah Persentase 

Jenis kelamin 
  

Laki-laki 38 32 ,20% 

Perempuan 80 67 ,80% 

Jumlah 118 100 ,00% 

Jenis Usaha   

Industri Makanan 40 33 ,90% 

Kerajinan 59 50 ,00% 

Lainnya 19 16 ,10% 

Jumlah 118 100 ,00% 

Pendidikan   

Tidak tamat SMA 8 6 ,78% 

Tamat SMA 47 39 ,83% 

Diploma 24 20 ,34% 

S1 34 28 ,81% 

S2 atau lebih 5 4 ,24% 

Jumlah  118 100 ,00% 

 

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

ini dilakukan sebelum melakukan analisis data. Pada 

penelitian ini, uji validitas menggunakan analisis 

faktor. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dari 

pertanyaan untuk melihat perceived probability of 

audit digunakan tiga indikator pertanyaan, sanksi 

seluruhnya valid, moral perpajakan yang digunakan 

empat item petanyaan, dan kepatuhan pajak digunakan 

empat item petanyaan sehingga total pertanyaan yang 

lolos uji validitas sebanyak 17 item petanyaan. Semua 

nilai convergent validity sudah di atas 0,4 dan 

signifikan pada level kepercayaan 5% (Heir et al., 

2014). Penelitian ini juga sudah memenuhi uji 

reliabilitas dengan nilai cronbach’s alpha terendah 

pada variabel perceived probability of audit 0,634 

sudah di atas 0,6.  

Pengujian asumsi klasik dilakukan setelah uji 

validitas dan uji reliabilitas. Uji normalitas data 

menunjukkan data berdistribusi normal karena nilai 

unstandardized residual sebesar 1.196 dan tidak 

signifikan (0,114) lebih besar dari 0,05 (P>0,05). 

Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas. 

Table 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Perceived probability of audit 0,955 1.047 

Sanksi 0,924 1.082 

Moral perpajakan 0,890 1.123 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa setiap variabel 

dalam penelitian ini tidak mengandung 

multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini juga sudah menunjukkan angka yang 

tidak signifikan. Nilai signifikansi untuk setiap 

variabel sebesar 1,000 lebih besar dari nilai alpha 0,01 

sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas. Pengujian hipotesis dapat dilihat 

pda Tabel 4. 

Table 4 

Hasil Uji t 

Variable R2 Unstandardized 

Coefficient Beta 
t Hitung p-Value 

Konstanta  9 ,914 6 ,467 0 ,000 

Perceived 

probability of 

audit 

0,133 0 ,204 2 ,543 0 ,012 

Sanksi  0 ,086 2 ,171 0 ,032 
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Hipotesis 1 menyatakan bahwa perceived 

probability of audit berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak. Pada Tabel 4 pengaruh perceived 

probability of audit terhadap kepatuhan pajak UMKM 

menunjukkan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil 

dari 0,05 (α) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,204, 

thitung = 2,543. Dilihat dari nilai nilai koefisien regresi 

bernilai positif sesuia dengan nilai yang diharapkan 

untuk hipotesis pertama, hasil uji tersebut menjelaskan 

hipotesis pertama terdukung. Perceived probability of 

audit memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, 

semakin besar kemungkinan di audit tingkat 

kepatuhan pengusaha UMKM untuk membayar pajak 

semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Liu (2014) yang menyatakan bahwa 

adanya kemungkinan audit akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Hal yang serupa juga terdapat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnawi et al. 

(2009) yang menyatakan bahwa perceived probability 

of audit berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan 

pajak. Penelitan eksperimen yang dilakukan oleh 

Ghosh dan Crain (1996) juga membuktikan bahwa 

ketika perceived probability of audit tinggi maka 

tingkat ketidakpatuhan rendah.  

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel sanksi 

memiliki nilai koefesien regresi sebesar 0,086, thitung = 

2,171 dengan nilai p = 0,032 di bawah tingkat 

signifikansi p<0.05, hasil uji tersebut menjelaskan 

hipotesis kedua terdukung. Semakin besar sanksi yang 

diberikan pemerintah semakin tinggi tingkat 

kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Hasil pengujian 

juga menunjukkan bahwa pengaruh perceived 

probability of audit dan sanksi terhadap kepatuhan 

pajak dapat dijelaskan sebesar 13,3%. 

Penelitian saat ini memberikan hasil yang serupa 

dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang 

dilakukan oleh Palil dan Ahmad (2011) menunjukkan 

hasil bahwa tingginya tingkat sanksi dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal serupa 

juga dinyatakan oleh hasil penelitian Sander et al. 

(2008) yang menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian 

yang dilakukan oleh Alm (1995) juga menyatakan 

bahwa seseorang individu yang bersedia membayar 

pajak karena adanya rasa takut terhadap hukuman.  

Hipotesis 3 menyatakan bahwa moral perpajakan 

memoderasi hubungan positif antara perceived 

probability of audit dengan keputusan kepatuhan 

pajak, hubungan tersebut semakin kuat ketika moral 

perpajakan wajib pajak semakin tinggi. Tabel 5 

menyajikan pengujian moderasi. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan MRA. 

Table 5 

Ringkasan hasil analisis dengan MRA 

 

Persamaan 

regresi 
Keterangan 

Unstandardize

d Coefficient 

Beta 

t 

Hitun

g 

p-

Valu

e 

TC=α+PPA+βTM

+ 

βPPA*TM+ε 

Perceived 

probability of 

audit*Moral 

perpajakan 

Adj R2=0.186 

F=9.929 

0.026 1.049 0.296 

TC=α+S+βTM+ 

βS*TM+ε 

Sanksi*Mora

l perpajakan 

Adj R2=0.203 

F=10.940 

0.008 0.621 0.536 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai yang tidak 

signifikan karena p=0,296 lebih besar dari 0,05 dan t 

hitung 1,049 dengan pengaruh (β) 0,26, varian 

kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh varian 

perceived probability of audit dan moral perpajakan 

sebesar 22,4%, sisanya dijelaskan oleh varian faktor 

lain di luar model. Dengan demikian hasil penguijian 

tersebut tidak bisa membuktikan bahwa moral 

perpajakan memperkuat hubungan antara perceived 

probability of audit terhadap kepatuhan pajak. 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak. 

Penelitian ini tidak bisa membuktikan beberapa 

penelitian terdahulu. Hasil penelitian hanya 

menyatakan bahwa moral perpajakan memiliki 

pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, moral 

perpajakan tidak mampu untuk memperkuat hubungan 

antara perceived probability of audit terhadap 

kepatuhan pajak. Moral perpajakan yang tinggi tidak 

perlu didukung lagi oleh adanya kemungkinan diaudit, 

kepatuhan membayar pajak berasal dari kesadaran 

individu itu sendiri. Sesuai dengan teori penalaran 

moral Kohlberg (1969) individu yang telah ada pada 

tahap post conventional akan berperilaku patuh atas 

kesadaran individu tersebut. Tindakan kepatuhan akan 

muncul karena mereka memang sadar tindakan 

tersebut merupakan sesuatu yang harus mereka 

lakukan, tidak akan mempertimbangkan apakah akan 

diaudit atau tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lewis at al. (2009) 

juga menyatakan bahwa kebijakan audit sebagai cara 

meningkatkan kepatuhan pajak akan lebih efektif 

dilakukan pada negara yang tingkat moral pajaknya 

rendah seperti pada kasus Italia. Hal tersebut berbeda 

dengan moral perpajakan di Indonesia yang umumnya 

memiliki tingkat moral tinggi, sehingga moral 
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perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan 

perceived probability of audit dengan tingkat 

kepatuhan pajak. Penelitian ini mampu membuktikan 

ketika moral pajak seseorang sudah tinggi mereka 

tidak akan melihat lagi apakah ada ancaman akan 

diaudit atau tidak. Peningkatan moral perpajakan 

Indonesia harus lebih dimotivasi, untuk meningkatkan 

kesadaran serta pendapatan negara dari sektor pajak.  

Ketidakberahasilan penelitian ini mendukung 

hipotesis mungkin juga disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, penelitian sebelumnya dilakukan pada 

perusahaan besar atau wajib pajak individu 

sedangkan, penelitan saat ini dilakukan di UMKM. 

Kelemahan kedua karena UMKM memilki tiga 

kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, 

kebanyakan responden yang mengisi kuesioner 

penelitian ini usaha mikro sehingga pengetahuan 

mereka di bidang rasa tanggung jawab mereka masih 

minim. Tidak terdukungnya hipotesis bisa juga 

disebabkan karena PP 46 Tahun 2013 tidak mengatur 

mengenai batas minimal omset dan lama usaha 

berdiri, ketika kewajiban pajak dibebankan terhadap 

pemilik UMKM yang masih baru, mereka akan 

keberatan untuk membayar pajak. Kelemahan yang 

terakhir disebabkan oleh penelitian yang 

menggunakan survei, sehingga memungkinkan 

seseorang bias dalam mengisi jawaban dari 

pertanyaan.  

Hipotesis 4 menyatakan bahwa moral perpajakan 

memoderasi hubungan positif antara sanksi dengan 

keputusan kepatuhan pajak, hubungan tersebut 

semakin kuat ketika moral perpajakan wajib pajak 

semakin tinggi.Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan MRA. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai yang tidak 

signifikan karena p=0,536 lebih besar dari 0,05 dan t 

hitung 0,621 dengan pengaruh (β) 0,008 varian 

kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh interaksi varian 

sanksi dan moral perpajakan sebesar 20,3%, sisanya 

dijelaskan oleh varian faktor lain di luar model. 

Dengan demikian hasil penguijian tersebut tidak bisa 

membuktikan bahwa moral perpajakan memperkuat 

hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan pajak. 

Penelitian ini menolak hipotesis 4. 

Hasil penelitian ini tidak bisa membuktikan 

beberapa penelitian terdahulu. Hasil pengujian 

penelitian menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki nilai moral tinggi tidak perlu diancam 

dengan sanksi. Hal tersebut sesuai dengan teori 

tahapan penalaran moral Kolberg (1969) individu 

yang memiliki moral tinggi akan berlaku patuh sesuai 

dengan kesadaranya sendiri. Kepatuhan tersebut 

bukan karena ketakutan akan sanksi namun karena 

kesadaran mereka sendiri. Dilihat dari hasil pengujian 

pengaruh langsung moral perpajakkan (faktor 

perilaku) lebih signifikan dibanding faktor ekonomi. 

Beberapa hal yang memungkinkan efek moderasi 

tidak terdukung karena PP No. 46 tahun 2013 tidak 

mengatur batas minimal omset dan lama UMKM 

berdiri. Hal tersebut memungkinkan bahwa PP 46 

tahun 2013 masih membingungkan bagi pemilik 

UMKM, dan di lapangan juga ditemui bahwa dinas 

perindustrian dan koperasi juga belum memahami 

secara jelas penerapan PP 46 tahun 2013. Ancaman 

akan diaudit dan sanksi yang akan diberikan belum 

mempertimbangkan nilai moral perpajakan di 

Indonesia. Penyebab lainya karena 

ketidakseimbangan sampel, umumnya responden 

dalam penelitian ini kebanyakan usaha mikro. 

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, Dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:  

1) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa 

perceived probability of audit berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan pajak. Dengan 

demikian H1 terdukung. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Liu (2014).  

2) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa 

sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

pajak. Dengan demikian H2 terdukung. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Palil dan Ahmad (2011), Sander et al. (2008) 

dan Alm (1995) terkait dengan sanksi perpajakan. 

3) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa 

moral perpajakan tidak bisa memoderasi hubungan 

perceived probability of audit terhadap kepatuhan 

pajak. Dengan demikian H3 tidak terdukung. Hasil 

ini sesuai dengan teori tahap penalaran moral (the 

stages of moral reasoning) dari Kohlberg (1996) 

dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lewis et 

al. (2009). 

4) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa 

moral perpajakan tidak signifikan memiliki 

pengaruh moderasi terhadap hubungan sanksi dan 

kepatuhan pajak. Dengan demikian H4 tidak 

terdukung. Hasil ini sesuai dengan teori tahap 

penalaran moral (the stages of moral reasoning) 

dari Kohlberg (1996). Kepatuhan pajak berasal 
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dari kesadaran seseorang bukan karena adanya 

sanksi.  

 

Tidak terdukungnya beberapa hipotesis dalam 

penelitian ini mungkin disebabkan oeleh faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada 

hasil penelitian ini umumnya moral perpajakan 

sehingga, tidak bisa memperkuat hubungan dari 

perceived probability of audit dan sanksi terhadap 

kepatuhan.  

Implikasi 

Penelitian memberikan beberapa implikasi yaitu: 

1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

deterrence faktor seperti audit dan sanksi dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak, sebaiknya 

pemerintah mempertimbangkan audit dan sanksi 

pada konteks PP 46.  

2) Penentu kebijakan harus mengatur regulasi yang 

lebih jelas mengenai perpajakan di UMKM 

terutama pada implementasi PP 46 tahun 2013. 

3) Implementasi PP 46 tahun 2013 terhadap UMKM 

akan lebih efektif dilaksanakan dengan 

memberikan penyuluhan atau gambaran tentang 

apa, bagaimana, dan manfaat pajak bagi 

masyarakat. 

Keterbatasan 

Interpretasi dari kesimpulan hasil penelitian ini 

perlu mempertimbangkan keterbatasan dalam 

penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Kemungkinan masih ada bias penilaian moral 

karena penilaian moral perpajakan hanya 

dilakukan dengan memberikan kuesioner anonim.  

2) Penelitian ini dilakukan dalam konteks PP 46 tahun 

2013 sehingga generalisasi harus dilakukan secara 

hati-hati.  

3) Penelitian ini menggunakan sampel penelitian 

yang berasal dari satu wilayah saja, yaitu DIY 

sehingga pembaca harus hati-hati dalam 

mengeneralisasi hasil penelitian.  

4) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel 

sehingga dimungkinkan adanya variabel-variabel 

lain yang dimungkinkan memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan pajak. 

Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada 

serta pengembangan penelitian selanjutnya, beberapa 

saran dan rekomendasi dapat diberikan, antara lain: 

1) Mencari penilaian lain untuk mengurangi bias 

penilaian moral. 

2) Menentukan ukuran sampel dengan 

mempertimbangkan effect size. 

3) Penelitian selanjutnya dapat menambah objek 

penelitian dengan beberapa UMKM di wilayah-

wilayah lain. 

4) Menambah variabel persepsi wajib pajak terhadap 

petugas pajak dan variabel keadilan pemerintah 

dalam mendistribusikan pajak. 
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